
64 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

belum sesuai dengan potensi yang ada di Kota Kupang. Karena data yang ada 

pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang merupakan data perkiraan dari 

permintaan penjualan label minuman beralkohol yang ada. 

2. Faktor yang mempengaruhi penetapan anggaran retribusi izin tempat 

penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang adalah kurangnya tenaga 

retribusi pada Badan Keuangan Daerah, kererbatasan data laporan tentang 

potensi penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, 

faktor like dan dislike dari pengambil kebijakan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait 

penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya tenaga teknisi untuk melakukan monitoring dan perhitungan 

terhadap persediaan minuman beralkohol yang ada di Kota Kupang secara 

keseluruhan dan perlu adanya transparansi data dari penjual mengenai 

minuman beralkohol yang sebenarnya pada tenaga teknisi agar dapat 

memudahkan melakukan perhitungan potensi dengan pasti. 
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2. Dalam penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman 

beralkohol Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menambahkan perhitungan 

potensi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang 

sebenarnya di Kota Kupang. Hal ini dilakukan agar realisasi penerimaan 

yang dicapai sesuai dengan penetapan anggaran. 
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